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PUTUSAN
Nomor 181 K/P1D/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, telah memutus perkara

Terdakwa:
Nama : ADE KIKI TRI NANDA alias NANDA bin SIJAN
BOY SUWITO;
Tempat lahir : Depok;

Umur/tanggal lahir  : 23 tahun/19 November 1993;
Jenis kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Babakan RT 02 RW 22 Kelurahan
Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak
tanggal 9 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:
Primair : Pasal 285 KUHPidana;

Subsidair : Pasal 289 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Depok tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda bersalah secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar
perkawinan” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana dalam
Dakwaan Primair;
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2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda selama 4
(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans hitam kancing lepas;

- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker;

- 1 (satu) potong BH warna ungu tali belakang putus;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda;
Dikembalikan kepada saksi KORBAN,;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 468/Pid.B/2017/PN

DPK tanggal 9 Oktober 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Kiki Tri Nanda telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan’;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana jeans hitam kancing
lepas, 1 (satu) potong kaos warna biru dongker, 1 (satu) potong BH warna
ungu tali belakang putus, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda,
dikembalikan kepada KORBAN,;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 330/PID/2017/

PT BDG tanggal 12 Desember 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2017
Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Dpk. yang dimintakan banding tersebut;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
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- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Dpk.
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan
bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2018 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada
tanggal 27 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Januari 2018.
Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan judex
facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan
Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah
menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-
fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di
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dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah
sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan”, melanggar Pasal
285 KUHPidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum. Bahwa judex facti
(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan
dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f
KUHAP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan
6 (enam) bulan;

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan lamanya
pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan judex facti, yang
pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi. Pemeriksaan pada tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 285 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILLI
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Depok tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
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Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.
H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang
dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002
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